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A. KESIMPULAN 

 

Gambaran tentang kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa 

selama tahun 2013 telah tergambar pada Bab III Akuntabiltas 

Kinerja. LAKIP Tahun 2013 ini adalah tahun Ketiga pelaksanaan  

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 3 Tahun 2010 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2010-2015 yang disusun ini dimaksudkan sebagai alat 

kendali dan tolok ukur bagi manajemen pemerintah Kabupaten 

Gowa dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan 

tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit 

kerja. 

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis melalui 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 

2013 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan 

oleh Kabupaten Gowa melalui indikator kinerja sebagaimana 

ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah 

14 ( Empat belas) sasaran strategis 372 indikator kinerja utama 

adalah 96,61 % dengan kategori Berhasil,  yang dapat dirincikan 

bahwa 2 (dua) sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkategori 
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Sangat Berhasil, 10 (dua) sasaran dengan tingkat capaian kinerja 

berkategori Berhasil dan 2 (dua) sasaran dengan tingkat capaian 

kinerja berkategori Cukup Berhasil. 

Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, 

apabila dilakukan pembandingan dengan Angka Nasional maupun 

Angka Provinsi lain yang ada di Indonesia, Pembangunan Manusia 

di Kabupaten Gowa masih akan terus ditingkatkan dan menjadi 

fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah 2010-2015 sebagaimana ditetapkan melalui 

pelaksanaan  Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 3 Tahun 

2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2010-2015, Pembangunan peningkatan kualitas hidup 

manusia menjadi isu strategis yang pertama disusul dengan Daya 

saing Perekonomian Daerah, Kemiskinan, Pengangguran dan 

Ketenagakerjaan, Degradasi kuantitas dan kualitas Sumberdaya 

Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.  

Terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, 

kekurangan yang terjadi dalam periode 2010-2015 telah dicatat 

dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan 

operasional guna memperbaiki kinerja tahun-tahun mendatang. 

Sasaran organisasi yang belum tercapai seratus persen akan 

dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya 
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sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran organisasi pada masa 

selanjutnya dapat dicapai dengan lebih baik.  

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi kelancaran 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja sampai saat ini sebaga 

iberikut:  

1. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya 

dapat diandalkan sehingga dukungan data faktual kurang 

lengkap guna memenuhi target indikator sasaran organisasi 

yang pada gilirannya berakibat pengukuran kinerja kurang 

maksimal. 

2.  Keterbatasan SDM evaluator kinerja yang memahami dengan 

baik tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.  

 

B. Strategi Peningkatan Kinerja  

 

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja 

Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2013 adalah sebagai 

berikut :  

1. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data 

kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja 

dalam sistem pelaporan dan pertangungjawaban SKPD, 

serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja 

SKPD.  
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2. Menyelenggarakan pelatihan bagi SDM aparatur tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat 

terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.  

3. Menyempurnakan pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja 

serta meningkatkan kapasitas evaluator dalam 

melaksanakan evaluasi kinerja atas progam pembangunan.  

4. Menyempurnakan kualitas rumusan sasaran strategis dan 

indikator kinerja terkait dalam renstra SKPD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


